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S{ENTERI FENDIDIKAN DAMN KEGUDAYAAN

bahwa unwk memperiuas daya tampunp sekolah dalam rangka pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalibkan
Sckalah Tekaik (ST) Negerl dan Sekolah Kesejahtaraan Keluarga Porama

{SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTF}
Megetl.

1. Undang-undang Namar 2 Tahun 1989:
1. Peraturan Pomarintah Nomor 28 Tazhun 1990;
1, Keputusan Presiden Republik' Indonesia:

a. Momor 44 Tahun 1574;

b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagalmana telah beberapas kali
divhahdliambah lerakhic deogan Keputvsan Fresiden Republik
indonesia Momor 15 Tahun 1954;

¢. Momaor 96/ Tahun 1993

d. MNomot 16 Tahun L594;

4, Kepunssan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 037 1/C/1978 anggal 22 Desember 1978,
b, MNamor 0547071993 anggal 22 Pebruari 1993,

Persctujuan Menteri Negara Poidayagunaan Apararur Negara dengan surat
MHomor B-1256£1/94 tanggal 28 September 1594,

MEMUTUSKARN:

REPUTUSAN MEMTER! PENDIDIKAN DaN KEBUDAYAARN
REPUBLIK TNDOMESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH

 TEKNIX NEGERI DAN SEXOLAH KESETAHTERAAN KELUARGA

PERTAMA NEGERI MENJAD! SEKOLAH LANIUTAN TINGKAT
PERYTAMA NEGERL
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Pasal |
Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah
Kesejahtsraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan inj.

Paszl 2
(1) Kedudukan, tuga.sfdan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
SMP scbagaimana dimaksud dalam Pasal | adalah sebagaimana -
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978.

(2)  Suuktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

‘Menugaskan kepada Kepala Kantor wua&u: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | yang berada di wilayahnya masing-
masing. :

Pasal 4
Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan
pada mata anggaran yang scsuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8
Lampiran [ Keputusan ini. '

Pasal §

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh
Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakara
' pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ud.

Prc'Jf.Dr.-ldg. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

E NIV

10.
o 1L
12.
13.
14,
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Menteri Negara Pendayagunaan Aparétur Negara;

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Sckretaris Dircktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penclitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan; ’ _
Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan; ) ‘
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di Propinsi setempat;

Badan Administrasi Kepegawaian Negara;, |

Bada‘n Pemeriksa Keuvangan; »

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kevangan;

.Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

Yang b‘crsang‘kutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
}’cr turan Perundang-ypdangan
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P |k dan y Morupaken tempat
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i{aadaan Tanah hak milik
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